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dari Kompsi Kolusi dan Ne .' tNegara Republic Indonesia T:;u'nsmfggg'embaran
75. Tambahan Lembaran Negara RNomor
Indonesia Nomor 3851); epublrk

Undang-undang Nomor 45 Tah
Pembentukan Provinsi Irian JayauFnggf: 3:25?”
In_an_ Jaya Barat, Kabupaten Paniai Kabu altns'
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan 'Kota ngen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tengg
1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Ne arn
Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimgan:
telah diubah dengan Undang—undang Nomor 5Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentangPembentukan Provinsi irian Jaya Tengah, ProvinsiIrian Jaya Barat. Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
018IPUU—l/2003;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia: Nomor 4151); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor '21.
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi vamsl
Papua menjadi Undang—Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia“ Nomor 4884);

' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia“ Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesra Nomor

4286);



10.

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentaPerbendaharaan Negara (Lembaran Negalrg
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5Tambahan Lembaran Negara Repuka lndonesiaNomor 4355);
Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan. Pengelolaan danPenanggungjawaban Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republnt Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
Peraturm Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di lMlayah Provinsr

' ' TahunLembaran Negara Republik lndonesra
(2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republir lndonesia Nomor 5107);



11.

12.

13.

14.

Perawan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kwang:
Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
47/KMK07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Otonomi Khusus Papua;
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2009 Nomor 43);
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor
47);



TRANSFER BANTUAN ALOKASI DANAmsus DAN mua… DANA ”angg……
KEPADA Penemu“… KABUPA ……m“. Tamar/vous…

Pasal 1

Dalam peranan Gubernur ini yang mmaksud dengan:
1, pemerintah Pusat, selanjutnya dsebut Pemerintah adalah

pfesiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksuri dalam Undang—Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan umsan' han oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan pn'nslp

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walkota dan
perangkm daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat
dengan DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pengguna Anggara adalah pejabat pemegang kewenangan
penggmaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
hmgsi SKPD yang dipimpinnya.

8. Magetan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang … dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan dtetapkan dengan peraturan daerah.

1… Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana'… kepada Pemerintah
……WDistMKebrahari/Kampung adalah dana yang

…er dari Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana

bagi Prwi'isl Papua Barat yang dialokasikan kepada



,manntah KabuPQ'IONKotalDiatnlu Kelu
rPanaka implement“! kebiJakan Otonomi a::Mampung dalam

8- Rekening Kas Umum, adalah ”kening te"mat penyimpanan uangdaerah yang ditentukan oleh Bubati/w '

Om…-““N“”? KamPuno untuk menamngmwa
nenmaan dan digunakan untuk membayar “Muh

9 seluruh

bank yang ditetapkan. Pengeluaran

9_ Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, an ,

apatan dan belarua setiap SKPD yang digunakan seb
uat

dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
agai

10, Surat Penetapan Alokasi Bantuan, yang selanjutn 3 d' '

SpA3_ adalah dokumen yang memuat rincian aiokasiypenljgitgrga;

masingmasmg jenis Bantuan ke Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung
per periode penyaluran.

11. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD
adalah doksumen' yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

12. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat
spp, adalah dokumen yang dterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

13. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM,
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SPzD atas
beban pengeluaran DPA—SKPD.

14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingtat
SPZD. adalah dokUmen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan
SPM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ah"?Si Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur
batil Provinsi Papua Barat dan Bantuan Alokasi Dana Otonomi

dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemenntah

K'“…l>altenIKotalt3islr-ik/Keluranah/Kami…ng adalah dalam rangka

“Memantau kebliakan Otonomi Khusus Provinsi Pai)“a Barat.



Paul 3
kasi Dana Otonomi Khusus dan Ta _

22393…“ dimaksudkan dalam paa“; 321: "ifrastmm
Pemahaman. Pangkah" dan Pemeliharaan Bidang“?an -untUk
Kesehatan. Ekonomi Kerakyatan. .mm… endicikan_
Actions bagi Putra—Purn Asli Papua ' “a" Minnan:;

Pasal 4
Hal-hal yang berkenaan dengan Bantuan Alokasi Dana "
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada &ngKabupaten/KotaIDIstnk/Kelurahan/Kampung yang diatur dalamperawan Gubemur ini meliputi:

a. Jenis-ienis anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus daTambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
KabupateNKotalDistlkIKelurahanMampung;

b, Penetapan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus danTambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
KabupateNKotalDistileelurahan/Kampung;

c. Dokumen pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana OtonomiKhusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota! DistrikMeiurahan/Kampung;

d. Tamara pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distlk/ Kelurahan/Kampung dan;

e. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada
Pemerintah KabupawanotalDistrikl Kelurahan/Kampung.

BAB III

JENIS ANGGARAN BANTUAN ALOKASI DANA OTWOMI KHU8US
DAN TAMBAHAN DANA BANTUAN GUBERNUR KEPADA

KABUPATEWOTAIDISTRIKIKELIRAHANIKAMPUNG

Pasal 6
… Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan paha'… kepada Pemerintah KabupaterVKota/Dtstnk/“…m… meliputi:



Pasal 0

.nu Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan 7…(i) &“ inlrastmlmir kepada p.m.… …… balin:
”bagaiman dimaksud daiam Pasal & nurul a yang diaturdalam PB… Daerah MOW APBD. terdkt dan
.. Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusu'; a…
b. Bantuan Alokasi Tambahan Dana intrastruktur.
m Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada(2) J
…m…mpunq ”bagamana dimaksud dalamPasal 5 hum! b merupakan isnis bantuan sebagaimana diaturdalam Perahnn Daerah tentang APBD.

BABN
PENUAPAN ANGGARAN BANTUAN ALOKASI DANA OYONOMl… DAN TAMBAHAN DANA NFRABTUKTUR KEPADA

KABUPATENIKOTAI DlSTWELURAHAN/KAMPUNG

Pasal 1

Atom … Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan(”Dana '
intra… kepada Pemerintah

M……mwampum disusun berdasarkan
Parabnn Daun tentang APBD.

Diam … … ungaran Bantuan Alokasi Danaakan… …p;; Tambatan Dana infrastruktur kepada…ah …k! Komisi/Kampung.
…n…dmamsidlakukanmuaideno'" KWU'“
Gibernau

aaa v
mmm…… PENGGUNA ANGGARAN

Pasal.
Provinsi

…

… Knud- Badan …… “" Mew,…“ AlokasiMasa-t www-W



:“quva

".

,

.

Dan! Otonomi Khusus dan “mb…"
kepada ”m"“… …bUP'tONKOtaD/DT. ”"-tm…
Kampung mempunyil kewenangan “. UMK/KO Uflhgn/
Mggaran Bantuan Alokasl Dana Oto '
Tambahan Dana Infrastruktur kepada um. dan
umpatan/Kota! Distrik/Kielurahan/Kammng Pemonmh

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada .… 1 .

menyusun DPA Bantuan Alok… Dana Cumi“: meliputi.

Tambahan Dana Infrastruktur kepada *gw… dan

Kabupaten/Kota/Dmtrik/KeIurahan/Kampum. ”mmm"

b. menerbitkan SPAB atas beban DPA Bantu
otonomi Khusus dan Tambahan Dana Mirza/3131: Dana

Pamenntah Kabupaten/Kota/Distrikl Kelurahan/Kam pu:?“
c. menerbitkan SPP atas beban DPA Bantua ,

Otonomi Khusus dan Tambahan Dana lntragtrclgukrazlwoaga

Pemenntah Kabupaten/Kota/Distnkl Kelurahan/Kampunga a

d. menerbitkan SPM atas beban DPA Bantuan D
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana infraatrukzzj1 :;ng
Pemerintah Kabupaten/KotaIDistrlkl Kelurahan/Kampung
dan

'

e. menyusun laporan penanggungjawaban.

BAB VI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN

Bagian Kesatu

DPA

Pasal 9

(1) ”Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

Madiun dalam DPA dan disahkan oleh Kepala Badan
Pengeloia Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Wrasb'uktur kepada Pemerintah

WaleNKota/Dislrik/Kelurahaanampung dalam DPA adalah

aiokaai tiap jenis bantuan.
'

& DPA ”bagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar
a Otonomi Khusus" anggaran Bantuan Alokasi Dan



dan Tambahan Dana infrastruktur kepada pem……
Kabupateanota/Distrik/Keiurahanmampung_

&“

Paul 10

… Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Papua Barat dapat menetapkan perubahan atau revisi DPA sesuai
Peraturan Daerah.

(2) Perubahan atau revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan dasar pelaksanaan anggaran Bantuan Aiokasi
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana infrastruktur kepada
Pemerintah Kabupaten/KotaIDistn'leelurahan/Kampung.

Bagian Kedua
SPAB. SPD, SPP, SPM DAN SPZD

Pasal 11

(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Papua Barat selaku Pengguna Anggaran Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana infrastruktur kepada
Pemerintah Kabupaten/KotalDistrileelurahan/Kampung
menerbitkan SPAB. SPP. SPM, dan SPZD.

(2) SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rincian
alokasi masing-masing jenis Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/KotaIDistrik/Keiurahan/Kampung berdasarkan DPA

yang digunakan sebagai dasar penerbitan SPD.

(3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar penerbitan SPP. _

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 38bagai
dasar penerbitan SPM.

(5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan
SPZD.

(6) Tata cara pencairan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus
dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
KabupateriIKotalDistriidKeiurahaanampung diatur lebih lanjut
oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat.



Bagian Ketiga
Konfimiael Bantuan

Pasal 1 2

(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset D .

Papua Barat mengirimkan lembar konfirmasi “geser 319333271.
Bantuan Alokasr Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota]
Disbik/Kelurahan/Kampung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
setelah dilakukan penyaluran.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Distrik/Kelurahan/Kampung
menyampaikan kembali lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lembar
konfirmasi tersebut diterima dan ditandatangani oleh
Bupati/Walikota atau Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung.

(3) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bukti penerimaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Distrik/Kampung atas penyaluran Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada
Pemerintah Kabupaten/KotaIDistrik/Kampung.

(4) Lembar kontirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran |

Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN

TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERlNTAi-l
KABUPATEN/KOTAIDISTRIKIKAMPUNG

Bagian Kesatu
Bantuan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana

infrastruktur
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 1 3

peWalmart/Transfer Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada
Kebumian/Kota diaksanakan dengan cara pemindah



bukuan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah
ke Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.

(1)

(2)

(3)

Provinsi Papua 8…

Pasal 14
Penyaiuranfl'ranster Bantuan Dana Otonomi KhususPemerintah Kabupaten/Kota. dilaksanakan secara kepada
dengan rincian sebagai berikut: be'la 9.

a. Tahap i sebesar 45% (empat puluh lima persen) dariAlokasi. dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas)hari kerja. setelah Dana Otonomi Khusus Tahap I disalurkanoleh Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas DaerahPemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan penggunaanBantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah
Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya, diterima oleh
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi,
dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja,
setelah Dana Otonomi Khusus Tahap ll disalurkan oleh
Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Daerah
Pemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan Penggunaan
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahap I, diterima
oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat.

c. Tahap ltl sebesar 15% (lima belas persen) dari alokasi,
dilaksanakan selambat—iambatnya 15 (lima belas) hari kerja,
setelah Dana Otonomi Khusus Tahap III disalurkan oleh
Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Daerah
Pemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan Penggunaan
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahap ll. diterima
oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat

Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus dan tidak meiampaur
tahun anggaran berjalan.
Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dan bumi o, dsampaikan setelah
“gunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan
Tambahan Dana infrastruktur ulah mencapai 90% (sembilan



persen) dari penerimaan Banu,…
Khusus dan Tambahan Dana InfraslmkturNggzgiogm Otmoml
sebelumnya. engan tahap

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3
menggunakan format sebagaimana ditetapkan ()laclgsrnJS

peraturan Gubernur Papua Barat ini.

(5) Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan
Dana Infrastruktur kepada Pemennt hKabupaten/Kota/Dlsm/Kelurahan/Kamp…|g yang tidak terse

a
dalam tahun berjalan, tidak dapat dicairkan di tahun berikutnya

rap

3 Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Ta( )
infrastruktur kepada mbg?m1enpnat::

Kabupaten/KotaIDisvikIKelurahan/Kampung yang telah diterima
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Distn“Kelurahan/Kampung
namun sampai dengan akhir masa anggaran (31 Desemberi
masih tersisa, maka digunakan Pemerintah
Kabupaten/KotaIDistrileelurahanMampung yang bersangkutan
pada tahun berikutnya.

(7) Bagi Kabupaten/KotaIDistrik/Kelurahaanampung yang tidak
menyampaikan laporan penyerapan dana maka dibeii sangsi
penundaan penyaluran dana pada tahap berikutnya.

(4) Un dengan
Lampiran ll

Tambahan

Bagian Kedua
Bantuan Dana Respek kepada Distrik/KelurahanIKampung

Pasal 1 5

Penyaluran Dana
_

Respek kepada Distrik/KeluraharVKampung
dlaksanakan dengan mra :

(t) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah
Provinsi ke Rekening penampung BPD. untuk memudahkan
koreksi transfer/penyaluran kepada Distrik/KelurahanIKampung.

(2) Pemindahbukuan kepada Distnk/Kelurahaanampung melalui

Wilangan Pihak ketiga (PPK) dari rekening penampung ke

rekening kas Distrk/Kelurahaanampung dliaksanakan selama 1

x24 jam,
(3) Pencairan DOD, Respek melalui persyaratan:

_

5- …Dengantar dari Distrik sebagai Kepala Wilayah.
d .

b. Daftar rencana penggunaan dana (RD), 8:
detrinelurahan/Kampung sesuai lampiran lil Peratura

ur.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

c_ Spode tanda tmgan ' 0…Me...…
ohh tim … :

bio nan/ka……
- Kepala Distrik, Sekretaris dan Bendal'lara
- Kepala Kelurahan, sekretaris dan Bendahara
- Kepala Kampung. sekretaris dan Bendahara.

Pasal 18
Penyaluran Bantuan Dana Respek kepada
Distrik/KelurahanMampung, dilaksanakan secara bertahap,
dengan rinchn sebagai berikut:

a. Tahap I disalurkan pada bulan Mei sebesar 50% (lima puluh
persen) dari alokasi, setelah Laporan Penyerapan
Penggunaan Bmtuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada
DistrikMelurahan/Kampung tahun anggaran sebelumnya.
diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Distrik.

b. Tahap II disalurkan pada bulan Oktober sebesar 50% (lima
puluh persen) dari alokasi, setelah Laporan Penyerapan
Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahap
!. diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Distrik.

Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus dan tidak
melampaui tahun anggaran berjalan.
Laporan Penyerapan Penggmaan Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dsarnpdkan setelah penggunaan Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Husus telah mencapai 90% (sembilan puluh persen)
dal penerimaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus.

Lmoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan
menggunakan tomat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
lll Perankan Gubem Papua Barat ini.

Bagian Ketiga
…ngan. Penundaan …atau Pentayaran Kenta"

Anggaran Bantam

Pasal"
…BadanPengelolaKeuangandan/tsetoaerahselaku

Hmm Ar… dapat …kan pemotongan Penundaan



nun/Mun pumlmymnru uan…" ponyduvm Nmmn namum
Ati-Mul Hmm Mumun! Knuwn nun “Imbuhan Dm: lrnmmukwr
Mnntln Nuwun… “Mummy/WMI!"hum/Kaluu!Inn/Kmvmung
unluk nun… Pamannlnh
“bumi…/Hulul!Mumu/Hmmmn/Kmnwmu nunu! dangun
Woww… [_)unmn.

(2) ”malam…, nnnnndnun nan/Mun pumnnynmn umbul!
nohnnnlrnnnn mnmkmd pada nyan … cnlnkonnukm aminn
udanyo nurut namum… nun Immuno/nun yang mampunyai
kewenangan untuk malammu nunqinmnuan :… pmmnmmn,
pnmmannn nan/mau pmnbnynmn kami…"

(3) Gunn Mnnntnn nlmgnlmann mnmkwd padu ayu! (2)
dlumpnlkm'u kapada manula Mann I'ormlma Kunang… dnn Am
Dur-h Pres/Inul nama nurut,

IAI VIII

IIKININO KAI DAERAH
KAIUPATIN/KOTNDISTRIKIKGLURNIAN/KAMPUNO

Pasal 1!
(1) Datum angk» penyaluran bantuan; kepada Pemonntnh

Kimiawan/Kammisi!“ Kuluwhaannpunq, Bendahara
Umum Pemnnrnnn Hubungan/Kola/Dmnk/
Kqurlnnn/Kampwm tuu Kuasa miniatum Umum Pemnnntuh
Kibuplton/Kou/ DiemWkniumnan/Kmnpuna membumi
Rekening Ku Danmh Pomennun

Kubupatnn/Kou/DanKnlumImn/Knmpung puan Bnnk Umum
untuk menampung pcnynluran bantu… kepada Pemerintah
hbupnwn/KDM/DIQWMIurnhan/Kampung dewan nama
…ng Ku Duran Parnnnnwh Knbupnlnn/Kma/Dlsmk/
Murlnun/Knmpma,

(2) mun Bondahm Umum Wcmcnnwn Kubupntcn/Kotn/
DIWKnlurohln/Knmpunq ntnu Kuan Bnndahm Umum
anorlntlh KubuntunlWDIW-Ilenlunhnn/Knmpuna
numbuh Rekening Kan Umum Pemonnun
Mumun/Komplet!“ “Nuhun/Kampung "bagaiman.
dim… 906! ayat (1), Pomonnwn
…MNKDWDICWKMumhnn/Knmpung menyumpaikan
nom roknnlng, nama running, dan nunu: bank kepndu
Kopd- Mdnn ungulata Kcuanqun nun Am nanah Provlnen
Pipil um yuna dIluanrI dcngan;



a. Asli rekering koran dan Rekening Kas Daerah Pe
Kabupaten/Nota! Distrik/Kekrrahaanampung;

merintah

b. Copy Keputusan BupatiNValikotaIKepala Distrik!Wala Kampung mengenai penunjukan/penetapan
pe|abat Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota!…h…mpung atau Kuasa Bendahara Umum
Pememtah KabupaterVKotaIDlstrikMelurahanMampung
yang disahkan oleh BUpatiIWalikota/ Kepala
Distrik/LurahMepala Kampung; dan

c. Copy Keputusan Bupati/Walikota/Kepala
Distnklmrathepala Kampung mengenai penunjukan bank
tempat menampung Rekening Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten/KotalDisuileelurahan/Kampung.

(3) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama rekening
dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Kabupaten/KotaIDistnkl Kelurahan/Kampung
menyampaian perubahan tersebut dengan surat yang
ritandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala
MMurah/Kepala Kampmg dilampiri dengan asli rekening
koran dan copy Keputusan Bupati/WalikotaIKepala
Distrik/Lurah/Kepala Kampung.

BABIX
PENATAUSAI'IAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN KEPADA
KABUPATENIKOTAIDUSTRIKIKELURAHANIKAMPU NG

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 19
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

““Makan penatausahaan. akuntansi dan pelaporan
atas pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana… Khusus dan Tambahan Dana Bantuan Gubernur kepada

' Kabuparemkoia/Distriidkerurahan/Kampung sesuai… Daerah yang berlaku



Pasalzo
Pemerintah Kabupaten/Kota men e
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan kiulfgggfr'lfzg
pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana infrastruktur sesuai Peraturan
Daerah yang berlaku.

Pasal 21

Kepala Distrik/LurahIKepaia Kampung menyelenggarakan
penatausahaan. akuntansi dan pelaporan keuangan atas
pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus secara sederhana, meliputi: buku kas umum, buku
bank. dan bukti/kwitansi pengeluaran.

Bagian Kedua
Penanggungjawaban

Pasalzz
(1) Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah

Kabupaten/KotalDistrikl Kelurahan/Kampung penerima
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
Dana infrastruktur wajib menyampaikan Laporan Akhir
Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat.

(2) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kumulatil penyerapan Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana infrastruktur yang
telah dilakukan sampai dengan tanggal 31

Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
… lJPorali Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi

Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
d“Wilmar! dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur
Papua Barat ini.

… Bupatimaiikota/Kepaia Distrik/LurahIKepaia Kampgng
…ma Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus an



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Tambahan Dana Infrastruktur bertanggungjawab penuhatas kebenaran Laporan Penyerapan Penggunaan
setiap tahap dan Laporan Akhir Tahun Penggunaan
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
Dana Infrastruktur.

Bagian Ketiga
Sanksi dan Pengawasan

Pasal23
Penggunaan Dana Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada
Distrik, Kelurahan dan Kampung pelaksanaannya
diawasi/dimonitor oleh Bagian Pemerintahan Setda dan
Badan, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten/kota Se-Papua Barat.
Bagi Distrik, Kelurahan dan Kampung sebagai penerima
Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
Infrastruktur penggunaannya harus sesuai dengan
peruntukan sebagaimana tertera dalam Pasal 3
Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

Penggunaan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan
Tambahan Dana Infrastruktur yang tidak sesuai dengan
peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, akan
dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan dan
Perundang—Undangan yang berlaku .

.

Pasal24
Monotoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap
penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
infrastruktur, dilakukan secara bertahap sesuai tahapan
penyaluran.
Tim Monitoring yang dibentuk terdiri dari instansi terkait,
baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat
Kabupaten/Kota.
Hasil Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan dan
penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
Dana Infrastruktur. disampaikan kepada kepala Badan
PenGelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
Barat selaku Pengguna Anggaran.



(1)

(2)

(3)

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Sebelum Pemerintah Kabupaten/Kota/DietrikMampung/
Kampmq membuka rekening sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1), penyaluran Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrileelurahan/Kampung dilakukan ke
rekening milik Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrileampung
yang sebelumnya digunakan untuk menampung penerimaan
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana
infrastruktur.

Ketentuan lebih lanjut yang dipadukan dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Gubemur Papua Barat ini diatur oleh
instansi terkait yang berwenang. baik secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya.
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan
Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Bantuan
Alokasi Khusus dan Tambahan Dana infrastuktur Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung dicabut dan
dianggap tidak bedaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal dundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggaii Mei 2011

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAPITTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 161

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



L…I ……PmmNunuWVfZOtlTal'mzolt
TIWtMeiZOH

LEMBAR KONFIRMASI
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA

INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH
KABUPATENIKOTAIDISTRIKIKELURAHANIKAMPUNG ')

....................................

KWITANSIIBUKTI PENERIMAANIBUKTI PENERIMAAN ANGGARAN

Telah terima dan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Terbilang : ( .............................................................. Rupiah)

Untuk keperluan : Pencairan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan
Tambahan Dana Infrastuktur

Tahap Pencalran

Dana tersebut telah dihetima pada Rekening Kas Daerah Pemerintah

KabupatenMota/Dlstlileampung ') sebagai berikut:

Nomor Rekenlng

Nama Rekening

Nama Bank

BupatiANalikda/Kepala Distdleurah/Kepala Kampung ')

')Corat yang tidak perlu

GUBERNUR PAPUA BARAT.

CAPITT D

ABRAHAM o. ATURURI

… “laen yang sab'sematdengan aslinya.
KEPALA BIRO HUKUM.



Lampiran II Peraniran Gubemur Papua Barat
Nomor 900/8N/2011 Tahun 2011
Tanggal 1 Mei 2011

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN

TAMBAHAN DANA INFRASTUKTUR
TAHUN ANGGARAN ................... . ............

TAHAP Illlllll ")

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati/Walikota
................................................. menyatakan bahwa saya
bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi
penyerapan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
Dane Infrastuktur Tahun
Anggaran............…...Tahap............sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah :

Tahap I : Rp. .................................
Tahap II : Rp. .................................
Tahap III : Rp. .................................
Total : Rp. .................................

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga :

Tahap ini : Rp. .................................
Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp. .................................
Slea Dana di Rekening Kas Umwn : Rp. .................................
Persentase Sisa Dana : .................................... %

' Realisasi Pembayaran dari
No. Bidang Pagu Rekeninjfae Umum Sisa

e.d Tahap Tahap Kumulatif Pagu
Sebelumnya Ini s.d. ltahap

n
i 2 a 4 5 6 (“S) 7 (3-6)
1 Pendldlkan
2 Kesehatan
3 Ekonomi

Kerakyatan
4 Infrastruktur
5 Attirmetive i

Adians kepada
guna-Putri
apua

Jumlah
_

4



Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak kati
tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan &…”th
yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya,

BUpatiIWaiikota

') Coret yang tidak perlu
*) Untuk Kabupaten/Kota

GUBERNUR PAPUA
BARAT,

CAPrI'TD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan asnnya,

KEPALA BIRO HUKUM,

AFIK URYANTO



Lampiran III Peraturan Gubamur Papua Barat
Nomor DOWN/2011 Tahun 2011
Tanggal 1 Mei 2011

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS

TAHUN ANGGARAN .. ............
TAHAP IIII ')

|! llllllllllllllll

Yang bertanda tangan dl bawah Ini Kapala Distrik/Lurah/Kepala
Kampung .............................. menyatakan bahwa saya
bertanggungjawab penuh atau kebenaran Laporan Realisasi
penyerapan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran ................... Tahap ............ sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah:
Tahapl :RpTahap il : Rp. ............................ Total

: Rp ..................................
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga:
Tahap ini : Rp. ..................................Kumulatif s.d. Tahap Inl : Rp. ..................................
Sisa Dana di Rekening Kaa Umum : Rp. ..................................
Persentase Sisa Dana : Rp. ................................ %

, Realisasi Pembayaran dari
No. Bidang Pagu Rekening Kas Umum Sisa

s.d Tahap Tahap Kumulatif Pagu
Sebelumnya Ini s.d.

Tahap Ini
! 1 3 4 5 emg TCI-6)
1 Pendidikan
2 Kesehatan
8 Ekonomi

Kerakyatan
4 Infrastuktur
5 Minoative Actions

kepada Pun-Putri
Papua

Jumlah



gumam mami pembayaran kepada W im yang
tammam dalam laporan Ini. 43… mm … km;/mm
yang Mala: untuk kelengkapan M…!“ dan kapannya
pemetik“… apara! pengawas imanmu.

Demimu laporan ini 6… dorman ”honornya

Kapala Distrik/Kapala (yang

') Coret yam tidak WW
') unutk wank/Kampung

QWERNUR PAPUA

…?,
CAP/770

ABRAHAM 0. A…
Mannhuwaldmaam/a,



Lampiran IV Peraturan Gubamur P| U. 8 !Nomor BOD/BNIZOH Tagvun 2311
Tanggal 1 Mei 2011

LAPORAN AKHIR TAHUN PENGGUNAAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN

TAMBAHAN DANA INFRASTUKTUR
TAHUN ANGGARAN ........................ . .......

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah;
Tahap »I : Rp .................................................................
Tahap " : Rp _________________________________________________________________
Tahaprlll : BD ................................................................
Total : Rp ............................................

'

.....................
Reallaaadlx

'

””a'i'si”t$;5;_*———R—;;m;i * __ …

No Bldang Pagu Pembayaran dl Kaa Palakaanaan
darl Umum Flalk Kaqlatan

Rekenlng md.““ Umum 31 nama"
' z '

3 4
» ;;jpk…_h—_

3.1.1…
iLmu—…ah…

1 Pendldlkan _ -—_:L-…___-_…____…

2 Kesehatan …;
__…

f

3 Ekonomi Kerakyatan ;Aw;———a—-———-——»——…__……
.. 4

4 Infrastruktur _ - —-————-———….__…___…

5 Minnalive Actions * ?

kepada Putra—Put!
Papua

_…

Jumlah

Bupati/Walikota

') Corat yang tldak perlu
') Untuk KabUpaten/Kota

GUBERNURPAPUA BARAT,

CAPfl'TD

AM 0. ATURURl… aallnan yang aah sesuai dengan “|"…
ABRAH

KEPALA BIRO HUKUM.

AFlK . RYANTO (”7,5 gi?“- )



WWW“… dengan esnya.
' EURO HUKUH,

Ndmor 900,
Tangga” e,- 2202111“: un 2011

…u…mszzz …… ……DANA 07
TAHUN ANGGARANONOm “Hus“

'maan dari Rekening Kas Umum:
Tahap I : Rp ............................................
Tahap" &; """""""""""
…a. Rp -----------' Realisasi Sisa Run““

No. Bidang Pagu Pembayar Dana di peak“…
Ran dari Kas Fisik

“
eke"… Umum mutan 5 dKas Umum 31 Desember

1 2 3 4 ...........
1 Pendidikan ““) '
2 Kesehatan
3 Ekonomi Kerakyatan
4 Inhstmktur
5 Mimalivo Actions

kepada Putra—Puti Papua
Jumlah

Kepala Distrik/Kepala Kampung

')Cmt me tidak')…Dimmmmg
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTU

ABRAHAM O. ATURURI



Luv-pem VI Purdue» a…Nano: mana?-?:”.TW1wzon 20"
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77101“… &
"ii… '
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_
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PM!!!
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3
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4 …, %. Aam “” '

… "“9…qu .…

Bupati/Wanita“

quam“…n…… GUBERNUR PAPUA BARAT.

CAP/TTI)

”mm o.;wunum


